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ABSTRAK  

 

SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN PEMERINTAH DALAM 

TERJADINYA PELANGGARAN HUTAN 

 

M. TRIANSYAH PRATAMA PUTRA 

502017244 

 

 

Yang menjadi permasalahan adalah apakah yang menjadi kendala dalara 

penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan apakah  tindakan pemerintah 

dalam mencegah  terjadinya pelanggaran hutan. Selaras dengan tujuan yang 

bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut paut 

dengan kendala penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan, maka jenis 

penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat 

deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library 

research) dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan 

hukum tersier, ditambah data lapangan (field research) dalam upaya mendapatkan 

data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait 

yakni Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Dinas Kehutanan Kota 

Palembang. Teknik pengolahan data diolah guna mendapatkan data yang terbaik.  

Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data 

yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagimengenai kelengkapan  : kejelasan dan 

kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. 

Analisa data dilakukan secara kualitatif  berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1.  Kendala dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan adalah: 

a.  Kurangnya   peran   serta   dari   masyarakat   tentang   pelanggaran 

terhadap hutan atau tindak pidana terhadap kehutanan 

b. Sering   ditemui   adanya   kayu   temuan   yang   tidak   diketahui 

pemiliknya atau tidak ada yang mengakuinya 

c. Belum   ada   Peraturan   Pemerintah   dan   Perdanya   yang baru 

mengenai Undang-undang Kahutanan 

d. Jarang sekali kasus kehutanan yang ada dan terjadi sampai ke pengadilan. 

2.   Tindakan pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hutan adalah: 

a. Tindakan Persuasif yaitu tindakan mengadakan penyuluhan kepada 

masyarakat dan juga pengawasan terhadap hutan oleh polisi kehutanan 

agar diperketat. 

b. Tindakan Preventif yaitu tindakan pencegahan dan melakukan pembinaan-

pembinaan kepada pengusaha hutan dan masyarakat 

c. Tindakan Represif yaitu tindakan menanggulangi apabila terjadi 

pelanggaran terhadp hutan yaitu dengan menerapkan ketentuan dalam 

Undang-undang Kehutanan terhadap pelakunya tersebut. 

vi 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam khususnya hutan 

yang merupakan potensi penunjang pembangunan yang mempunyai fungsi dan 

manfaat yang sangat menentukan bagi manusia. Hutan merupakan karunia dari 

amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan oleh seluruh Warga 

Negara Indonesia untuk kesejahteraan manusia. 

 Dewasa ini dengan semakin majunya dunia teknologi dan semakin 

bertambahnya jumlah penduduk serta semakin kompleksnya kebutuhan manusia, 

maka kebutuhan manusia akan basil hutan semakin meningkat seperti kebutuhan 

untuk pembuatan rumah tangga, bahkan baku industri dan sebagainya yang kalau 

tidak ditangani dengan bijaksana akan membawa dampak pelanggaran terhadap 

ketentuan kehutanan yang mengakibatkan hutan akan menjadi rusak dan hutan 

hanya dapat dimanfaatkan oleh seorang atau sekelompok orang saja. 

 Hutan merupakan kekayaan alam yang harus dapat dimanfaatkan oleh 

seluruh Warga Negara Indonesia seperti yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 3 

Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". 

 Berdasarkan bunyi Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 tersebut di 

atas bahwa hutan termasuk kekayaan alam untuk kemakmuran seluruh rakyat 
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yang dikuasai oleh negara bukan dimiliki oleh negara yang mengandung makna 

bahwa kekayaan alam itu dalam hal ini adalah hutan penggunaannya diatur oleh 

negara yang harus dimanfaatkan dan dapat dirasakan oleh seluruh Warga Negara 

Indonesia. 

 Sejalan dan selaras juga dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 

tersebut yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, yaitu: "Semua hutan didalam wilayah Republik Indonesia termasuk 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat". 

 Walaupun hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi kemakmuran rakyat, namun hutan yang dikuasai oleh Negara tidak semuanya 

dan sembarangan mengeruk hasil hutan tersebut, akan tetapi ada aturan-aturannya 

seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 

1999, yaitu: 

 Penguasaan hutan oeh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberi 

wewenang kepada pemerintah untuk: 

a.   Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan kawasan 

hutan da hasil hutan  

b.   Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan 

hutan sebagai bukan kawasan hutan, dan  

c.    Mengatur  dan  menetapkan  hubungan-hubungan hukum  antara orang 

dengan  hutan,   serta  mengatur  perbuatan-perbuatan  hukum  mengenai 

kehutanan. 

 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa segala sesuatu yang menyangkut hutan dan 

pengelolaan hutan diatur oleh peraturan tertentu khususnya tentang kehutanan. 
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Menurut Pasal 1 ayat ayat (2) Undang-undang Npmor 41 Tahun 1999 V 

tentang Kehutanan bahwa hutan adalah:  "Suatu kesatuan ekosistem  berupa 

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan 

dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 

dipisahkan" 

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa hutan adalah: 

"Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati 

yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak 

dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain". 

Dari ketentuan tersebut bahwa pada alam kawasan hutan tidak hanya 

terdapat pepohonan kayu saja akan tetapi terdapat sumber daya alam lainnya 

seperti tumbuh-tumbuhan, jamur-jamuran, tanaman obat, hewan, bahan tambang, 

dan lain-lainnya yang merupakan satu sistem. 

Berdasarkan curah hujan, tinggi rendahnya dari permukaan laut dan keadaan 

setempat, hutan di Indonesia dapat dibagi atas lima tipe: 

1.   Hutan tropika basah, yaitu hutan yang hijau sepanjang tahun dan keadaannya 

lembab, jenis hutan ini terdapat di Sumatera dan Kalimantan. 

2.   Hutan sekunder yaitu hutan yang berasal dari hutan perladangan liar yang 

ditinggalkan orang 

3.   Hutan musim, yaitu hutan yang tumbuh didaerah yang iklimnya mempunyai 

perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kering/kemarau. Hutan 

ini banyak terdapat di Jawa da Indonesia bagian Timur da hutan ini banyak 

menghasilkan,kayu jati, mahoni, lara dan kayu arang 

4.   Hutan rawa, yaitu hutan yang berasal dari hutan perladangan yang biasanya 

digenangi air tawar dan tidak dipengaruhi oleh iklim. Hutan ini banyak 

terdapat di Sumatera dan Kalimantan, hutan ini banyak menghasilkan kayu 

balam, blangeran dan resak  

5.   Hutan payau, yaitu hutan yang tumbuh ditepi pantai dan dipengaruhi olah" 

pasang  surut  air  laut.   Hutan  ini  umumnya  dijumpai   disetiap  pantai 
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kepulauan tanah air kita. Hutan payau yang terknal adalah di Cilacap dan 

kepulauan Riau serta kayu berharga yang dihasilkannya adalah bakau bakan, 

tinggi dan api-api.1 

 

 Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem yang satu dengan yang lainnya 

mempunyai hubungan saling keterkaitan, begitu juga kehidupan manusia dengan 

lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat sebab manusia membutuhkan 

lingkungan. 

 Hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup, adapun pengertian 

lingkungan hidup adalah sebagai berikut: "Lingkungan hidup adalah kesatuan 

ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia 

dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".2  

Rumusan pasal tersebut mengandung unsur-unsur lingkungan sebagai 

berikut: 

1.    Lingkungan fisik yang berbentuk benda dan daya 

2.    Lingkungan biologi, yakni manusia atau makhluk hidup lainnya seperti 

hewan dan tumbuh-tumbuhafi serta makhuluk hidup lainnya 

3.    Lingkungan sosial, berupa perilaku 

4.    Lingkungan institusional, berupa lembaga-lembaga yang dibentuk masyarakat 

dalam rangka usaha mencapai kesejahteraan, seperti koperasi dan 

sebagainya.3 

 Dalam pengerian lingkungan hidup tersebut menyebutkan perkataan 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa peranan manusia sangat besar terhadap lingkungan khususnya 

                                                
1  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Perkebunan dan Kehutanan, Proyek 

Pengembangan Pendidikan Frma/ Diknas, Jakarta, 1987, hlm 23 
2  Harun M. Husein, Lingkungan  Hidup, Masalah, Pen gelolaan dan Penegakan  

Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 12  
3 Ibid  
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hutan yaitu hutan dapat lestari karena manusia tergantung dengan moral dan 

perilakunya.  

 Kebutuhan manusia akan hasil hutan semakin meningkat dan semakin besar 

oleh karena itu manusia akan semakin ganas mengeruk hasil hutan untuk 

memenuhi kebutuhannya yang konsekuensinya ada pada pihak yang mengambil 

hasil hutan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya yang melanggar 

ketentuan peraturan tentang pengelolaan hutan yang mengakibatkan hutan 

menjadi rusak, maka bencana juga bagi manusia seperti banjir, tanah longsor, dan 

lain sebagainya. 

  Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengelolaan hutan harus dilakukan 

secara baik sesuai dengan peraturan yang ada dan apabila ada pelanggaran 

terhadap peraturan tentang kehutanan harus ditindak sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan dijatuhi sanksi yang tegas terutama sanksi pidananya karena pada saat 

sekarang ini terjadi karena diantaranya disebabkan adanya pelanggaran terhadap 

hutan atau peraturan tentang kehutanan demi mendapatkan keunturigan pribadi. 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis bermaksud 

untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan cara menuangkannya kedalam 

bentuk skripsi dengan judul: “SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN 

PEMERINTAH DALAM TERJADINYA PELANGGARAN HUTAN” 

B.  Permasalahan  

 Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 

1.   Apakah yang menjadi kendala dalara penjatuhan sanksi pidana terhadap 

pelanggar hutan ?: 
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2.    Apakah  tindakan pemerintah dalam mencegah  terjadinya pelanggaran 

hutan ? 

C.  Ruang Lingkup dan Tujuan 

 Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran 

terhadap kendala penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan, tanpa 

menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya. 

Tujuan penelitian adalah: 

1.   Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah yang menjadi kendala dalam 

penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan 

2.  Untuk mengetahui dan memehami apakah tindakan pemerintah dalam 

mencegah terjadinya pelanggaran hutan. 

 Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersembahka kepada almamater. 

D. Kerangka Konseptual 

1. Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan berupa siksaan atau 

penderitaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang 

telah melanggar undang-undang hukum pidana. 

2. Tindak pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui 

aparat hukum dalam hal ini adalah penegak hukum terhadap pelanggar 



7 

 

hukum yang terkait dengan pelanggaran ketentuan peraturan tentang 

pengelolaan hutan yang mengakibatkan hutan menjadi rusak.  

3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 

dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 

E.  Metode Penelitian 

 Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, 

terutama yang bersangkut paut dengan kendala penjatuhan sanksi pidana terhadap 

pelanggar hutan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris 

(sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud 

menguji hipotesa. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 

1.  Penelitian kepustakaan (library research) dalam rangka mendapatkan data 

sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan 

cara menelaah bahan-bahan hukum seperti: 

a.    Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat 

seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan 

peraturan yang berlaku 

b.   Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat 

para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan 

dalam skripsi mi . 
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c.  Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, 

ensiklopedia, dan lainnya 

2.   Penelitian lapangan (field research) dalam upaya mendapatkan data primer, 

dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni 

Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Dinas Kehutanan Kota 

Palembang. 

Teknik pengolahan data 

 Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data 

yang terbaik.  Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan 

editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagimengenai kelengkapan  

: kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. 

Analisa data   

 Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji 

aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis 

yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu 

sama lain untuk mendapatkan suaru kesimpulan yang bersifat umum.4 

F.  Sistematika Penulisan 

 Sesuai   dengan  buku  pedoman  penyusunan   skripsi   Fakultas  Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan 

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:  

                                                
4 Bambang Sungono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 

129 
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Bab. I.  Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan  

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan 

mengenai istilah dan pengertian tindak pidana, pengertian sanksi 

pidana, macam-macam sanksi, pengertian hutan, dan macam-macam 

hutan. 

Bab.   III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara 

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti 

mengenai kendala   dalam   penjatuhan   sanksi   pidana   terhadap 

pelanggar hutan dan juga mengenai tindakan pemerintah dalam 

mencegah terjadinya pelanggar hutan  

Bab.  IV. Penutup, pada bagian penutup  ini  merupakan akhir pembahasan 

skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran. 
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